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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

 

A. Latar Belakang 

 

Hukum di Indonesia mengenal berbagai macam sanksi pidana, satu 

diantaranya yaitu pidana penjara. Pidana penjara merupakan bentuk utama 

dan umum dari pidana hilangnya kemerdekaan. Pidana penjara telah dikenal 

sejak abad ke-16 dan 17 Masehi. Dahulu, pidana penjara adalah pidana yang 

semata-mata dimaksudkan untuk membalas perbuatan si pelaku yang 

seringkali dijumpai perlakuan yang tidak manusiawi. Pelaku ditempatkan di 

menara, puri, benteng dan sebagainya. Hal demikian tidak dijumpai pada 

pidana penjara di masa sekarang, karena telah ada upaya pembenahan 

seiring dengan telah bergesernya nilai-nilai budaya di masyarakat.
1 

 
Berdasarkan pergeseran pemikiran diatas, maka sejak tahun 1964 

sistem perlakuan bagi narapidana telah berubah dari sistem kepenjaraan 

menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula 

disebut Rumah Penjara dan Rumah Pendidikan Negara, kini disebut sebagai 

Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat 

Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.
2 

 
Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman 

Sahardjo pada tahun 1962 dan kemudian istilah Pemasyarakatan disampaikan 

oleh Sahardjo tanggal 05 Juli 1963 dalam penganugerahan gelar 

 
 

 
1 Nashriana, Hukum Penitensier Indonesia, Palembang : NoerFikri, 2021, hlm. 73.

  
2 Adi Sujatno, Pencerahan di Balik Penjara, Jakarta : Teraju, 2008, hlm.102
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Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. 

 

Gagasan tersebut kemudian diakomodasi pemerintah Republik 

Indonesia sehingga terbitlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan (selanjutnya ditulis UU Pemasyarakatan).
3
 Dalam 

Pasal 1 angka 1 UU Pemasyarakatan disebutkan bahwa, Pemasyarakatan 

adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan 

Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan 

yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan 

pidana. 

 

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak narapidana merupakan bagian 

terpenting dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan. Karena Narapidana merupakan individu yang tetap 

mempunyai hak-hak sebagaimana Warga Negara yang lain dan Negara 

mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak setiap Warga Negara tersebut. 

 
Perlindungan ini tidak memandang pada ras, suku, agama, etnis, status 

sosial hingga status hukum, sehingga pemenuhan terhadap perlindungan hak 

ini haruslah menjadi suatu prioritas.
4
 Status hukum disini mengacu pada 

apakah warga negara itu merupakan terpidana atau bukan. Negara tidak 

boleh mengacuhkan apalagi meniadakan hak-hak terpidana sebagai warga 

negaranya melainkan harus melindungi hak tersebut tanpa ada kecualinya.
5 

 
 

 
3 Nashriana, Op.Cit., hlm. 126-127.

  

4 Hamid Basyaib, Membela Kebebasan Percakapan tentang Demokrasi Liberal, Jakarta : 
Pustaka Alvabet dan Freedom Institute, 2006, hlm. 145.

  

5 YLBHI dan PSHK, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami 
dan Menyelesaikan Masalah Hukum, Jakarta : YLBHI, 2007, hlm. 237.
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Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur didalam 

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD NRI 1945). 

 
Salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak 

warga negaranya. Perlindungan ini tidak memandang pada ras, suku, agama, 

etnik, status sosial hingga status hukum, sehingga pemenuhan terhadap 

perlindungan hak ini haruslah menjadi suatu prioritas.
6
 Status hukum disini 

mengacu pada apakah warga negara itu merupakan terpidana atau bukan. 

Negara tidak boleh mengacuhkan apalagi meniadakan hak-hak terpidana 

sebagai warga negaranya melainkan harus melindungi hak tersebut tanpa 

ada kecualinya.
7 

 
Salah satu hak narapidana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) 

huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

(selanjutnya ditulis UU Pemasyarakatan), yang menyatakan bahwa 

Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). 

 
Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan mengenai 

syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak remisi bagi narapidana diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang 

dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 

(selanjutnya ditulis PP 32/1999). 

 
 
 

 
6 Hamid Basyaib, Op. Cit., hlm. 146

  
7 YLBHI dan  PSHK, Op. Cit., hlm. 238.
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Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 PP 32/1999, remisi
8
 adalah 

pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana 

yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan. Kemudian ketentuan Pasal 34 PP ayat (1) dan ayat (2) PP 

32/1999 berbunyi : 

 

“ (1)Setiap Narapidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan 

baik berhak mendapatkan remisi. 

 
(2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, 

apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan : 

 
a. berbuat jasa kepada negara. 

 

b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara 

ataukemanusiaan. 

 
c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS. 

 

(3) Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Narapidana yang 

menunggu grasi sambil menjalani pidana.” 

 
Ketentuan Pasal 34 PP 32/1999 kemudian mengalami perubahan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya ditulis 

 
 

 
8 Remisi terdiri atas Remisi Umum dan Remisi Khusus. Remisi Umum adalah pada saat 

hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Sementara 
Remisi Khusus diberikan pada saat hari besar keagaaman yang dianut narapidana, dengan 
ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka 
yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama bersangkutan. Lihat : 
Nashriana, Op. Cit., hlm. 141.
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PP 28/2006 Perubahan I PP 32/1999), sehingga berbunyi : 

 

“ (1)  Setiap Narapidana berhak mendapatkan Remisi. 

 

(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 

Narapidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

 
a. berkelakuan baik; dan 

 

b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. 

 

(3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana 

terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap 

keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan 

kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi 

apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

 
a. berkelakuan baik; dan 

 

b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana. 

 

(4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 

Narapidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan 

yang membantu kegiatan LAPAS.” 

 
Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 PP 28/2006 Perubahan I PP 32/1999, 

kemudian disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 34A yang berbunyi 

sebagai berikut: 

 
“ (1) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 

ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan 

dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 

 
(2) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) 
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ditetapkan dengan Keputusan Menteri.” 

 

Ketentuan Pasal 34 dan Pasal 34A PP 28/2006 Perubahan I PP 

32/1999 kemudian mengalami perubahan kedua berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya ditulis PP 

99/2012 Perubahan II PP 32/1999), yang masing-masing berbunyi : 

 
Pasal 34 PP 99/2012 Perubahan II PP 32/1999 : 

 

“ (1)  Setiap Narapidana berhak mendapatkan Remisi. 

 

(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 

kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat: 

 
a. berkelakuan baik; dan 

 

b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. 

 

(3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat 

 

(2) huruf a dibuktikan dengan: 

 

a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 

6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian 

Remisi; dan 

 
b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan 

oleh LAPAS dengan predikat baik.” 

 

 

“ (1)  Pemberian  Remisi  bagi  Narapidana  yang  dipidana  karena 

melakukan  tindak  pidana  terorisme,  narkotika  dan  prekursor 
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narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan 

negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan 

transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus 

memenuhi persyaratan : 

 
a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk 

membantu membongkar perkara tindak pidana yang 

dilakukannya; 

 
b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai 

dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana 

karena melakukan tindak pidana korupsi; dan 

 
c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan 

oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan 

Terorisme, serta menyatakan ikrar: 

 
1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia 

secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, 

atau 

 
2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme 

secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang 

dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. 

 
(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana 

narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang 
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dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. 

 

(3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 

 

(1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh 

instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan.” 

 
Adanya pengaturan khusus terhadap narapidana tindak pidana korupsi 

terkait ketiga persyaratan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana 

korupsi sebagaiamana ketentuan Pasal 34A ayat (1) huruf a, b, dan c PP 

99/2012 Perubahan II PP 32/1999 diatas, bukanlah untuk mendiskriminasi 

narapidana tindak pidana korupsi. Hal ini dimaksudkan karena sesuai 

dengan konsideran menimbang dalam PP 99/2012 Perubahan II PP 32/1999, 

korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mempunyai akibat yang begitu 

besar terhadap negara dan berdampak luas.
9 

 
Tindak pidana korupsi adalah permasalahan terbesar negara Indonesia 

yang mungkin tidak akan pernah ada habisnya. Sehingga, melalui syarat-

syarat pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi yang 

diperketat dalam PP 99/2012 Perubahan II PP 32/1999 bernaksud untuk 

mencegah agar narapidana tindak pidana korupsi tidak mudah diberi 

 
 
 
 

9 Korupsi di Indonesia sudah menjadi pola hidup sebagian masyarakat, karena terjadi 
hampir di semua sektor dan lapisan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak 
terkendali akan membawa bencana, terhadap kehidupan perekonomian nasional prilaku koruptif 
elit politik dan kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. semakin membuat parah 
kemiskinan yang sudah sangat parah dan sangat sulit diatasi. Lihat

  

: Imam Hafizta Winanda, “Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak 

Pidana Korupsi Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II – A Kota Bengkulu)”, Jurnal Panji Keadilan, Vol. 1, No. 1, 

Januari 2018, e-ISSN : 2622-3724, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 

hlm. 88. 
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peluang
10

 untuk bebas begitu saja.
11 

 

Salah satu wujud agar narapidana tindak pidana korupsi tidak mudah 

bebas begitu saja karena sifat tindak pidananya yang merupakan kejahatan 

luar biasa (extraordinary crime)
12

, adalah harus dipenuhinya syarat 

pemberian remisi yang diatur dalam ketentuan Pasal 34A ayat (1) huruf a 

dan ayat (3) PP 99/2012 Perubahan II PP 32/1999. 

 

Bahwa pada pokoknya menyatakan bahwa pemberian Remisi bagi 

Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika, selain 

harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga 

harus memenuhi persyaratan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum 

untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, 

dan harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak 

hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Kesediaan pelaku tindak pidana untuk bekerjasama dengan penegak 

hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang 

 
 

 
10 Pemberian remisi yang menjadi hak terpidana juga harus dilihat dalam konteks 

sifat kejahatannya, konteks sifat kejahatan ini dapat dilihat apakah menyangkut 
kelangsungan kehidupan manusia atau tidak sehingga pemberian hak remisi yang menjadi 
kewenangan dan tugas pemerintah tidak melukai keadilan masyarakat dan tidak 
memberikan peluang bagi terpidana kasus korupsi berlindung dibawah pembenaran hukum. 
Lihat : Fachruddin Razi, “Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Korupsi Dalam 
Perwujudan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum”, Jurnal Lex Specialis, Vol. 2, No. 24, 
2016, e-ISSN : 2774-4248, Fakultas Hukum Batanghari Jambi, hlm. 16.

  

11 Netty Endrawati dan Diah Permatasari, “Pemberian Remisi Bagi Narapidana 
Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Ilmu Hukum Mizan, Vol. 8, No. 1, Juni 2019, e-
ISSN : 2657-2494, Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, hlm. 16.

  

12 Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun 
dilihat dari sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi 
merupakan kejahatan biasa atau ordinary crimes tetapi sudah merupakan kejahatan yang 
sangat luar biasa atau extra ordinary crimes. Lihat : Yonna B. Salamoar, “Kebijakan

  

Moratorium Remisi dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di 
Indonesia”, Jurnal Sasi, Vol. 22, No. 1, Januari-Juni 2016, ISSN : 1693-0061, Fakultas 
Hukum Universitas Pattimura Ambon, hlm. 38. 
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dilakukannya kerap disebut sebagai justice  collaborator.  Istilah  justice 

 

collaborator ini antara lain secara resmi disebutkan dalam poin 9 Surat 

 

Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi 

 

Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang 

 

Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana 

 

Tertentu (selanjutnya ditulis SEMA 4/2011), sebagai saksi yang 

 

bekerjasama. 

 

Faktanya, upaya pengetatan pemberian remisi narapidana tindak 

 

pidana korupsi dianulir oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah 

 

Agung Nomor 28 P/HUM/2021 (selanjutnya ditulis Putusan MA Nomor 28 

 

P/HUM/2021) yang diputus pada 28 Oktober 2021, yang membatalkan atau 

 

menyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  norma  dalam 

 

ketentuan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) PP 99/2012 Perubahan II 

 

PP 32/1999. Hal sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan angka 2 

huruf a dan b yang pada pokoknya memutus bahwa : 

 
“ Pasal 34A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 34 A ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bertentangan 

dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, yaitu, 

sepanjang tidak dimaknai Pemberian Remisi bagi Narapidana tidak 

harus memenuhi persyaratan bekerjasama dengan penegak hukum 

untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang 

dilakukannya, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan 

tindak pidana korupsi ”  
“ Menyatakan Pasal 34A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 34A ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” 
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Berdasarkan kedua amar diatas, maka pemberantasan korupsi kembali 

berada di titik nadir. Betapa tidak, regulasi yang dianggap pro terhadap 

pemberantasan korupsi seperti PP 99/2012 Perubahan II PP 32/1999 malah 

dibatalkan oleh MA. Dari sini, masyarakat dapat melihat bahwa lembaga 

kekuasaan kehakiman tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Pada 

masa mendatang, akibat putusan MA ini, narapidana korupsi akan semakin 

mudah untuk mendapatkan pengurangan hukuman. 

 
Perlu diketahui, PP 99/2012 Perubahan II PP 32/1999 pada dasarnya 

telah cukup baik mengakomodir pengetatan syarat pemberian remisi bagi 

koruptor. Dalam PP 99/2012 Perubahan II PP 32/1999 tersebut, khususnya 

Pasal 34A ayat (1) huruf a telah menyebutkan bahwa syarat untuk terpidana 

korupsi mendapatkan remisi harus memenuhi kesediaan sebagai justice 

collaborator. 

 
Ini menunjukkan bahwa PP 99/2012 Perubahan II PP 32/1999 telah 

mempertimbangkan dengan sangat baik pemaknaan korupsi sebagai 

extraordinary crime yang membutuhkan cara-cara luar biasa dalam 

penanganannya, salah satunya memperketat pemberian remisi. Setidaknya 

ada tiga isu yang dijadikan pertimbangan oleh MA ketika memutus Pasal 

34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) PP 99/2012 Perubahan II PP 32/1999 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu : 
13 

 
 
 

 
13 Lihat : Bagian pertimbangan pokok permohonan Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 28 P/HUM/2021, hlm. 137-138.
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1. Ketentuan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) PP 99 Tahun 

2012 Perubahan II PP 32 Tahun 1999 tidak sejalan dengan model 

pemidanaan restorative justice. 

 
2. Ketentuan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) PP 99 Tahun 

2012 Perubahan II PP 32 Tahun 1999 diskriminatif, karena 

membeda- bedakan perlakuan kepada para terpidana. 

 
3. Ketentuan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) PP 99 Tahun 

 

2012 Perubahan II PP 32 Tahun 1999 mengakibatkan situasi 

kelebihan kapasitas (over crowded) di lembaga pemasyarakatan. 

 
Menanggapi ketiga pertimbangan diatas, seharusnya perbedaan syarat 

pemberian remisi merupakan konsekuensi logis terhadap adanya perbedaan 

karakter jenis kejahatan tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime, 

sifat bahayanya, dan dampak kejahatan yang dilakukan oleh seorang 

terpidana. 

 
Kemudian, pemaknaan model restorative justice seharusnya adalah 

pemberian remisinya, bukan justru syarat pengetatan. Terakhir, 

problematika terkait overcrowded, seharusnya lembaga pemasyarakatan 

memang layak diisi oleh pelaku-pelaku tindak pidana extra ordinary crime, 

bukan tindak pidana ringan. 

 
Adanya Putusan MA Nomor 28 P/HUM/2021 semakin 

mengkhawatirkan karena pertimbangan-pertimbangan majelis hakim 

memberi dampak preseden buruk masyarakat terhadap pemerintah sebagai 

niat buruk pemerintah untuk memperlonggar pemberian remisi kepada para 
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koruptor. 

 

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, dalam kurun waktu 

tahun 2015 s/d tahun 2019, setidaknya Kementerian Hukum dan HAM telah 

melontarkan keinginan untuk merevisi PP 99/2012 Perubahan II PP 32/1999 

sebanyak empat kali. Mulai dari tahun 2015, 2016, 2017, dan 2019 melalui 

Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (RUU PAS). 

 
Tidak hanya itu, Menteri Hukum dan HAM sendiri juga pernah 

mengeluarkan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-

04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan 

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang ditujukan kepada 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di 

seluruh Indonesia, yang isinya adalah : 

 
“  Memperhatikan berbagai penafsiran terhadap berlakunya Peraturan 

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, khususnya berkaitan dengan 

pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku 

tindak pidana korupsi, dengan ini kami jelaskan bahwa Peraturan 

 
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diberlakukan bagi narapidana 

yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah 

tanggal 12 November 2012.” 

 
Artinya, dari isi SE tersebut pemberian remisi menurut ketentuan 

Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) PP 99/2012 Perubahan II PP 

32/1999, hanya berlaku bagi terpidana tindak pidana korupsi yang divonis 
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diatas tahun 2012. Sedangkan dibawah tahun 2012, maka terpidana 

mengajukan tidak perlu kesulitan mengajukan pemberian remisi remisi 

dengan syarat sebagai justice collaborator. 

 
Pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan 

dalam Putusan MA Nomor 28 P/HUM/2021 pada satu sisi merupakan 

bentuk kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum tetapi telah 

bertentangan dengan tujuan hukum lain yaitu dari aspek keadilan dan 

kemanfaatan, dan di masa mendatang diperlukan suatu kebijakan hukum 

pidana demi tercapainya tujuan hukum yang sempurna dalam penegakan 

hukum tindak pidana korupsi dan upaya penjeraan pelaku extraordinary 

crime seperti tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, permasalahan-

permasalahan tersebut menarik untuk diteliti dalam bentuk tesis berjudul 

“Penghapusan Syarat Narapidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator 

 

Untuk Mendapatkan Remisi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 28 P/Hum 2021)”. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

 

1. Bagaimana pertimbangan hukum dihapuskannya pengaturan syarat 

narapidana korupsi sebagai justice collaborator untuk mendapatkan 

remisi sesudah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM 

2021 ? 
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2. Bagaimana kebijakan hukum pidana pengaturan syarat narapidana 

korupsi sebagai justice collaborator untuk mendapatkan remisi di masa 

yang akan datang ? 

 
C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain : 

 

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum 

dihapuskannya pengaturan syarat narapidana korupsi sebagai justice 

collaborator untuk mendapatkan remisi sesudah terbitnya Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM 2021. 

 
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan kebijakan hukum pidana 

pengaturan syarat narapidana korupsi sebagai justice collaborator untuk 

mendapatkan remisi di masa yang akan datang. 

 
D. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan 

praktis, yakni : 

 
1. Secara teoritis berguna untuk : 

 

a. Pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan syarat pemberian 

remisi bagi terpidana tindak pidana korupsi; 

 
b. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap 

isu hukum serupa; dan 

 
c. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi 

hukum. 



16 
 
 
 
 
 

 

2. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua 

praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam rangka 

menanggulangi tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian 

uang, yaitu : 

 
a. Pemerintah sebagai pembuat undang-undang : sebagai bahan 

masukan untuk merevisi, membuat aturan hukum baru yang lebih 

tegas, atau mempertegas pelaksanaan peraturan perundang-

undangan yang sudah ada, terkait dengan syarat pemberian remisi 

bagi terpidana tindak pidana korupsi. 

 
b. Menteri Hukum dan HAM dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, 

sebagai pedoman dalam menimbang dan menetapkan pemberian 

remisibagi terpidana tindak pidana korupsi yang objektif dan 

berkeadilan baik bagi terpidana dan masyarakat agar pemberian 

efek jera sebanding atau proporsional dengan pemberian hak 

terpidana. 

 
E. Kerangka Teori 

 

Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat 

diuraikan menjadi Grand Theory, Middle Range Theory, dan Apllied 

Theory.
14

 Adapun teori- teori yang digunakan dalam menjawab rumusan 

masalah di atas adalah : 

 
 
 
 

 
14 Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau 

kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi 
sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Lihat : Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 
(Jakarta : UI Press), 1986, hlm.53.
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1. Grand Theory (Teori Kepastian Hukum) 

 

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Oeripan 

Notohamidjojo, merumuskan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) 

nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum (rechtmatigheid), asas 

keadilan hukum (gerectigheit), dan asas kemanfaatan hukum 

(zwechmatigheid)
15

. Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah 

kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. 

 
Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, 

sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan 

sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, 

summa lex, summa lex, summa crux”, artinya, hukum itu keras dapat 

melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian 

kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu- satunya akan 

tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.
16 

 
Menurut Utrecht, sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, 

merumuskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, 

yaitu pertama, adanya aturanyang bersifat umum membuat individu 

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan 

kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan 

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu 

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau 

 

 
15 Gustav Radbruch, dikutip dalam : Oeripan Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat 

Hukum, Salatiga : Griya Media, 2001, hlm. 33.
 

16
 Dominikus  Rato,  Filsafat  Hukum  Mencari  :  Memahami  dan  Memahami  Hukum,  

Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59. 

http://skripsifakhukum.blogspot.com/
http://skripsifakhukum.blogspot.com/
http://skripsifakhukum.blogspot.com/
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dilakukan oleh negara terhadap individu.
17 

 

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis dan 

menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan syarat narapidana 

korupsi sebagai justice collaborator untuk mendapatkan remisi sebelum 

dan sesudah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM 

2021 dan akibat hukumnya. 

 
2. Middle Range Theory (Teori Penegakan Hukum) 

 

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk 

menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada 

era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila 

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan 

keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual 

di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang 

meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka 

pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum 

pidana sebagai sistem peradilan pidana.
18 

 
Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan 

penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar 

benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu : 
19 

 
 
 

17 Utrecht, dikutip dalam : R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 
2008, hlm. 56.

 

 

18 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan 
Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 
1994, hlm.76.

  

19 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan 
Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Adtya Bakti, 2005, hlm. 28.
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1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in 

abstracto oleh badan pembuat undang-undang. 

 
2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap 

penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum 

mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. 

 
3) Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum 

secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. 

 
Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana di atas 

terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif 

pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau 

merumuskan perbuatan apa yang dapatdipidana dan sanksi apa yang 

dapat apa yang dapat dikenakan. 

 
Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada 

hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan 

pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam 

menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi 

dalam hal melaksanakan hukum pidana.
20 

 
Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis dan 

menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan hukum 

dihapuskanya pengaturan syarat narapidana korupsi sebagai justice 

collaborator untuk mendapatkan remisi sesudah terbitnya Putusan 

Mahkamah Agung Nomor : 28 P/HUM 2021. 

 
 
 

20 Ibid., hlm. 30.
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3. Applied Theory (dan Teori Pembinaan dan Teori Politik Hukum 

Pidana) 

 

a. Teori Pembinaan 

 

Dalam aspek ilmu psikologi, pembinaan adalah suatu kegiatan 

yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan prilaku tidak 

baik menjadi baik, dengan pendekatan secara personil sehingga 

dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama 

ini ditunjukkan.
21 

 
Dalam konteks pembinaan narapidana (treatment), pembinaan 

narapidana berarti memperlakukan seseorang berstatus narapidana 

untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Arah 

pembinaan harus tertuju kepada.
22 

 
1) Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi 

kejahatan dan mentaati peraturan hukum. 

 
2) Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, 

agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya. 

Senada dengan pendapat diatas, Muladi berpendapat bahwa 

 
pembinaan narapidana merupakan upaya spesifik yang 

direncanakan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi 

sosial seseorang.” Dengan kata lain treatment adalah kegiatan 

 

 
21 Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001,

  

hlm.17.  

22 Poernomo, dikutip dalam : Eric Lambue Tampubolon, “Efektivitas Pembinaan 
Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru”, Jurnal JOM VISIP, Vol. 4, 
No. 1, Februari 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, hlm. 5.
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eksplisit yang direncanakan untuk merubah atau melepaskan pelaku 

tindak pidana dari kondisi yang mempengaruhinya sehingga 

melakukan tindak pidana.
23 

Secara normatif, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang 

Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 

menjelaskan : 

 
“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap 

dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani 

narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. 

 
Teori pembinaan digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

mengenai pertimbangan hukum dihapuskanya pengaturan syarat 

narapidana korupsi sebagai justice collaborator untuk mendapatkan 

remisi sesudah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 28 

P/HUM 2021. 

 
b. Teori Politik Hukum Pidana 

 

Politik hukum pidana dapat juga disebut kebijakan hukum 

pidana, atau pembaharuan hukum pidana. Melaksanakan politik 

hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-

undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada 

suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 

  
23 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Kedua, 

Semarang : Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 22.
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Dengan demikian apabila dilihat dari aspek politik hukum, 

maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana negara 

mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-

undangan pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan 

datang.
24 

 
Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering 

dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy‚ criminal 

law policy, atau strafrechtspolitiek. Sedangkan apabila dilihat dari 

aspek politik kriminal, berarti suatu kebijakan untuk 

menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
25 

Pengertian ini sesuai dengan pendapat Marc Ancel bahwa 

penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya 

mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum 

positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman 

tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada 

pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para 

pelaksana putusan pengadilan.
26 

 
Teori politik hukum pidana digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah mengenai kebijakan hukum pidana pengaturan 

syarat narapidana korupsi menjadi sebagai collaborator untuk 

mendapatkan remisi di masa yang akan datang. 

 

 
24 Barda Nawawi Arief, dikutip dalam : Maroni, Pengantar Politik Hukum Pidana, Jakarta : CV. 

Anugrah Utama Raharja, 2016, hlm. 6.
 

25 Ibid., hlm. 7.
  

26 Marc Ancel, dikutip dalam : ibid., hlm. 8.
 



23 
 
 
 
 
 

 

F. Definisi Konseptual 

 

Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi 

konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut : 

 
1. Tindak Pidana Korupsi, menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, pada pokoknya adalah setiap orang yang secara 

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi, dengan jalan menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 

atau karena kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara. 

 
2. Narapidana, menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adalah Terpidana yang 

menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. 

 
3. Remisi, menurut Andi Hamzah, adalah sebagai pembebasan hukuman 

untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi 

hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 agustus.
27

 

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 PP 32/1999, remisi adalah 

pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana 

yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan. 

 
 
 
 
 

 
27

 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 204. 
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4. Justice Collaborator, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah saksi 

pelaku yang diartikan sebagai tersangka, terdakwa atu terpidana yang 

bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak 

pidana dalam kasus yang sama. Selanjutnya menurut dalam poin 9 Surat 

Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi 

Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang 

Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana 

Tertentu (selanjutnya ditulis SEMA 4/2011), justice collaborator adalah 

saksi yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap 

tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa. 

 

 

G. Metode Penelitian 

 

Metode dalam penelitian ini, antara lain : 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu 

penelitian atau kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan 

menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum 

 

yang diteliti.
28 

 
 
 
 

 
28 Johny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayumedia, 

2006, hlm. 47.
 



25 
 
 
 
 
 

 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

 

antara lain: 

 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

 

Pendekatanperundang-undangandigunakanuntuk 

 

memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur 

mengenai remisi bagi narapidana korupsi. Pendekatan ini membuka 

kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan 

kesesuaian antara suatu undang-undangdengan undang-undang 

lainnya atau antara undang- undang dan Undang-Undang Dasar 

atau antara regulasi dan undang- undang.
29 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan 

norma- norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik 

hukum.
30 

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian 

 

Jenis dan sumber bahan-bahan penelitian diperoleh dari data 

sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal 

dari bahan kepustakaan.
31

 Data sekunder diperoleh dari studi 

kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

 
 
 
 

29 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 
2005, hlm. 93.

 

30
 Johnny Ibrahim, Op. Cit., hlm. 304. 

31
 P. Joko Subagyo, Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek , Jakarta : Rineka Cipta, 

2006, hlm. 87. 
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sekunder, dan bahan hukum tersier
32

, yaitu : 
 

a. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang 

mengikat,
33

 yang terdiri dari : 

 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD 1945); 

 
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 

Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP)) (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1660); 

 
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP))(Lembaran Negara RI Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 3209); 

 
4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3614); 

 
5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban; 

 
6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat 

 

dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 

dan Perubahannya (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 

 
32 Ibid.

  
33 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011,

  

hlm.144. 
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69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3846); 

 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 

tentang Syaratdan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4632); 

 
8) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 

Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 2012 

Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5359); 

 
9) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan 

Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di 

dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu; 

 
10) Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-

04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan; dan 

 
11) Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021. 

 

b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk 

memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer 
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berbentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli.
34 

 

c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, 

ensiklopedia, dan sebaginya yang berhubungan dengan ini agar 

diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.
35

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

 

Teknik pengumpulan bahan penelitian dalam penelitian ini 

dilakukan melaluistudi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan 

penelitian dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, 

literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada 

hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.
36 

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian 

 

Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan 

inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan 

yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum. Bahan-bahan 

hukum kemudian diolah dengan cara mengadakan sistemisasi. 

 
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

 

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan 

analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menjelaskan, 

bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, 

runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah 

 
34 Ibid.

  
35 Ibid., hlm. 145.

  
36 Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 27.
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pemahaman dan interprestasi bahan penelitian.
37 

 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan 

logika berpikir deduktif, yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan 

yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam 

penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan 

penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam 

deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang 

dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian 

dijabarkan dan diterapkan guna pembuktian persoalan hukum konkrit 

yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas 

permasalahan hukum.
38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 Ibid., hlm. 127
  

38 Ibid., hlm. 120.
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